
BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR GG TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN 
DI KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum (PSU) perumahan merupakan bagian dalam 

pernbangunan perumahan secara keseluruhan 
yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, 
fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk 
pelayanan lingkungan dan/atau kawasan 
perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah 
layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan 

berkelanjutan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas 
Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka 
perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di 
Kabupaten Bengkayang. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Dacrah Tingakt II Bengkayang 
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republil{ Indonesia Nomor 323); ll 
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2. 

3. 

4 .  

5. 

6 

7. 

, 28 Tahun 1999 tentan% 
Undang-Undang Nomor _, Bersih dan Bebas 
Penyelenggaraan Negara an8 (Lembaran . y 4  i  dan Nepotisme t Dari Korupsi, o1us! Tahun 1999 Nomor 75, 
Negara Republik indones1 epublik Indonesia 
Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

,  17 Tahun 2003 tentan Undang-Undang Nomor _, Negara Republik 
i-aa g; $;3\.. Z r%»ianao 
Indonesia Tah ge tblik Indonesia Nomor 
Lembaran Negara 'epu Ii ' 

4286) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
P- .. ,. dnho.raa.n Negara (Lembaran Negara e r pe nu am a  2004 No m o r  "  R ep u b l ik  Indonesia Tahun Io ' 
~#ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201 1  tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 
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2 0 1 1  tentan6 or 1 2  Tahun Undangan 
u»ans Un«as.""", Perund"",he 2~11  

"  titan "z"\,six intones 7%eoubik 
em»bran egg,[li'',er«aran e?as @ah 
vomor 82, Ta"" gp34) sebagaim"" ~aun 2019 
Indonesia ?"o#dang Nom"" ,'i)yang Nomor 
dengan Unda" Atas U n d an 6 ,,,,  Peraturan 
»is"I{"%st ve"{";;a sesiii 
12 Tahun ~da n g an  (Lembara" ,63, tambahan 
P e r u n d an g - U m ' 0 1 9  Nomor ~sia Nomor 
1 donesia 'fahun Re p u b li k  Indon ne Negara  e  Lembaran Ie 

6398); 2014 tentang 
Nomor 23 Tahu? ,a Republik Undang-Undan , (Lembaran Nega ,Dahan 1 1 .  ;r ta h a n  Daeral 244, Tam Pemerinta' , 2 0 1 4  Nomor '' or 5587) 

Indonesia Ta"" epublik Indonesia No"" ~~hir 
Lembaran e8, iiu bah beberapa kal " 0 1 5  sebagaimana tel€ Nomor 9 Tahun 
adenga UnadangU""5,tin (em»baran 8; 
tentang Pemerintaha ~n 2 0 1 5  Nomor ' »  
Re  ublik Indonesia Tah} gepublik Indonesia eP' ,~,, Lembaran Negara e Tamba, an 
Nomor 5679); 

9 Tahun 1987 Peraturan Pemerintah Nom'~ Tanah Untuk 12 .  »d i an  Pengguna tentang Penyea1a8  ka1 (Lembaran Negara 
Keperluan Tempat Pema l  ,g7 Nomor 15,  
Republik Indonesia Tahu? _ blik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 'ep 
Nomor 3350); 

.  tah Nomor 64 Tahun 2016 13 .  Peraturan Pemerint p ahan Masyarakat 
tcntang Pembangyna """";[~aran Negara Berpenghasilan Rendah 16 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6004); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016  Nomor 1 0 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5883); 

15 .  Peraturan Pemerinta.h Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubmie l­ 
Indonesia Nomor 6402); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ;  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 2  Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
6322); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2020 ten tang Peru bahan Pera tu ran Pemerintah 
Nornor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

19 .  Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13  Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 1  Nomor 310) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 

Sarana dan U ti l i ta s  Perumahan dan Permukiman 
di Daerah); 

2 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
20 15  tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157; 
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Menetapkan 

22. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentan8 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 l ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Nomor 1 1 )  sebagaimana telah ""),",",' 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nonor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

D ah Kabupaten Susunan Perangkat aer 
D h Kabupaten Bengkayang (Lembaran aera 

Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Nomor 5); 

ME M U TU S KAN :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN 
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI 
KABUPATEN BENGKAYANG 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang. 
2.  Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4 .  Dinas adalah Dinas Perumahan Raky a t ,  Permukiman d an  Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bengkayang­ 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang. 
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang 

layak, sehat, dan aman. 
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya dan ekonomi. 

8. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan 
hunian. 

9. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa 
tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk 
asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada 
Pemerintah Daerah. 

10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana dan utilitas. 

1 1 .  Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang 1 
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. «{ 
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12 .  Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tcmpa!" 
yang layak huni,  sarana pembinaan keluarga, cerminan h a r k a t  1an 
martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. 

13 .  Badan adalah sekunpulan orang dan/atau modal yang m e " P {"  
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak m el a k u a n  
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
peseroan lainnya, badan usaha milk negara atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, operas1. 

'dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik ata u organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 14 .  Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 
perolehan lain yang sah. 

15 .  Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 
perumahan. 

16.  Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau 
perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan 
termasuk kavling siap bangun. 

17 .  Betita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian 
prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari 

pengembang kepada Pemerintah Daerah. 
18 .  Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak 

dibidang pembanguan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan 
maupun berbadan hukum. 

19 .  Rencana Tapak/Site Plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukan 
detail dari rencana yang akan dilkukan terhadap sebuah kavling tanah, 
baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, 
fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

20. Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah 
suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahterimakan k 
(pengguna} untuk dioperasikan/digunakan. e user 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 
Maksud penyerahan prasaran . .  adalah: 1a, sarana dan utilitas perumahan di daerah 
a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas : 

tapak/site plan yang disahkan le h  D,  Yang sesuai dengan rencana 
b triamriinnya et~radaan pi~"Z.[""; " ~~ 

standar, fungsi dan pe ru n t u k an an a  dan utilitas sesuai dengan 
c. terpeliharanya prasarana, ?Ya; 1an 

di: 5  sarana da1 tili j"""""&sungawabkan sesuai dengan kekk,,_ " "a s  yang dapat angan. an peraturan perundang-L 

raii#its~viii .bald. Ng ' 
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Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3 

Sarnna dan utiliLas pe11.unahan di daerah 
Tujuan penyerahan prasarana, 
adalah. .. ~  rana dan utilitas umum dapat 
a. menjamin pemanfaatan prasarana, 60r ,ja r a s  dengan kepentingan 

dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan s ei a  

umum, ·ib pelayanan umum;  dan 
mewujudkan kelancaran dan ketertba j, relolaan prasarana, sarana 
mewujudkan kepastian hukum dalam pen 
dan utilitas umum 

Bagian Ketiga 

Prinsip 
Pasal 4 

d 
utHitas perumahan di daerah 

Penverahan prasarana, sarana 1an 
dilaksanakan berdasarkan prims1p • 

a. kepastian hukum; 
b. kepentingan umum; 
c. keterbukaan; 
d. kemitraan; 
e. keterpaduan; 
f. keserasian dan keseimbangan; 
g. akuntabilitas; dan 
h. berkelanjutan. 

Bagian Keempat 
Azas 

Pasal 5 

b. 

c. 

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan 
dilaksanakan berdasarkan asas : 
a. kemanusiaan; 
b. keadilan; 
c. kesamaan kedudukan; 
d. kemitraan; 
e. ketertiban dan kepastian hukum; 
f. kelestarian lingkungan; 
g. kejujuran usaha; dan 

h.  persaingan sehat. 

di daerah 

BAB Ill 

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN 

Pasal 6 

( 1 )  Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas 
perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. \ 
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tilitas perumahan sebagaiman 
(2) Penyediaan prasarana, sarana dan "l, kencana Tapak/Site Ptan 

dimaksud pada ayat ( l ) ,  ditetapkan 1am 
yang disahkan oleh Dinas. a dan utilitas perumahan 

(3) Lahan untuk penyediaan prasarana, sar ?'' t eo a s an  hak atas tanah 
harus bersertifikat dengan disertai surat pe serta berita acara 
dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan 
serah terima. 

Pasal 7 

( 1 )  Prasarana perumahan, antara lain : 
a. jaringan jalan; . . . 
b. jaringan saluran pembuangan air limbah; . 

• J' _., saluran pembuangan air hujan (drainase); dan c. jar1ngan 
d .  tempat pembuangan sampah. 

(2) Sarana perumahan, antara lain : 
a. sarana ibadah; . 
b. sarana perniagaan/perbelanjaan ~, ,tah a n ;  

sarana pelayanan umum dan pemenn , c. 
d .  sarana pendidikan; 
e. sarana kesehatan; 
f. sarana rekreasi dan olahraga; 
g. saran a pemakaman; . .  
h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; 
i.  sarana parkir; dan 
j .  sarana persampahan. . 

(3) Utilitas perumahan, antara lain : 
a. jaringan air bersih; 
b. jaringan listrik; 
c. jaringan telepon; 
d. jaringan gas; 
e. jaringan transportasi; 
f. jaringan pemadam kebakaran; dan 
g. sarana penerangan jalan umum. 

BAB IV 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN 

Pasal 8 

( 1 )  Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah 
Daerah sesuai dengan standard perhitungan proporsi luasan 
penggunaan 1ahan yang tercantum dalam Rencana Tapak/ Site Plan. 

(2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  telah selesai dibangun secara keseluruhan dan 
diserahkan paling lambat l (satu) tahun setelah masa pemeliharaan. 

(3) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan 
sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi.� 
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B AB V  

TIM VERIFIKASI 

Pasal 9 

( 1 )  Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk proses penyerahan prasarana, 
sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 

(2) Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim yang 
berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan site 
plan (rencana tapak). 

(3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ),  ditetapkan sebagai berikut:  
a. Ketua : Sekretaris Daerah; 
b. Wakil Ketua : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan bidang perumahan; 
c. Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan aset daerah; dan 
d. Anggota : Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait 

sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 10  

( 1 )  Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai 
tugas : 

a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang 

dibangun oleh pengembang; 
b. menyusun jadwal kerja; 
c. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasana, sarana dan 

utilitas oleh pengembang; 
d. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara 

Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima; 
e. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan 

prasarana, sarana dan utilitas; dan 
£. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi 

dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada 
Bupati. 

(2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap: 
a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh 

Pen gem bang; 
b. prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam site plan 

dengan kenyataan di lapangan; 
c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan 

dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah 
ditetapkan dalam site plan 
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BAB VI 
ANA, DAN UTILITAS TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SAR . 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 1 1  

mi ..  a  telah selesai dibangun oleh 
( )  Prasarana. Sarana, dan Utilitas umu",""4a Perangkat Daerah yang 

setiap pengembang harus diserahkan ~n erundang-undangan. 
membidang sesuai dengan ketentua P"""~' emetiharaan an 

(2) Penyerahan dilakukan setelah bera . irnya 
S: dan Utilitas Umum perawatan Prasarana, sarana e an mencapai 100%. (3) Penyerahan dilakukan setelah p e m a n gu n  

Pasal 1 2  

P  ah  rasarana sarana dan utilitas meliputi: enyer an p • 
a. Penycerahan secara umum; . 4 
b. penyerahan secara administrasi; Ian 

c. penyerahan secara fisik. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penyerahan Secara Umum 

Pasal 1 3  

( 1 )  Penyerahan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  
huruf a dilakukan dengan memenuhi persyaratan umum yang meliputi. 
a. Lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak 

yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan 
b. Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan. 

(2) Penyerahan secara umum pada ayat l dimaksud adalah pengembang 
mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 
secara umum kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris 
Daerah dan kepada perangkat daerah yang membidangi penerbitan 
rekomendasi perumahan, dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; 
b. fotokopi Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara 

perumahan /permukiman dan/ atau perubahannya yang telah 
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; 

c. fotokopi bukti hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun 
perumahan; 

d.  rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan; 
e. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain lain) 

yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan 
utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

(3) Tim verifikasi memproses permohonan penyerahan secara umum 
dengan melakukan penilaian terhadap kebenaran dan keabsahan 
dokumen perijinan, serta kesesuaian prasarana sarana dan utilitas yang 
akan diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang 
telah ditetapkan dalam site plan; . 

(+) Apabila proses penyerahan secara umum sebagaimana ayat 3 belum 
lengkap, maka Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan 
Rekomendasi Perumahan memberitahukan kepada pemohon; I 
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t 3 telah lengkap m sebagaimana aya (5) Apabila penyerahan secara umu .  e r  kan ccklist persyarata 
dan/atau scsuai, maka Tim verifkasi me"" "",, perumahan guna 

a, sarana dan uh l ii  .. :,  •  dan penyerahan prasaran,  rah;  secara administrasl kelengkapan data untuk proses penyere 1an 
fisik.  

Bagian Ketiga 
S Administrasi 

Tata Cara Penyerahan iecara 
Pasal 14  

;. .:.  .:  ·  an a  dimaksud dalam Pasal 12  
( 1 )  Penyerahan secara administrasi seb6, pan dan 6 bulan setelah 

huruf b dilakukan setelah diterbitkan ?" , e H u t :  
du  ekanisme seb a g a 1  er1  ·  ditcrbitkannya IMB icngan ' ~ermohonan penyerahan prasarana, 

a.  pengembang mengajuka 'ministrasi kepada Bupati dengan 
sarana dan utilitas secara at ka t  dz  rah  
tembusan kepada Sekretaris Daerah dan kepada perangkat  taer 

membidangi penerbitan rencana tapak (site plan), dengan yang · b  i kv t :  melampirkan persyaratan sebagai e r :ut .  .:  
1 .  fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih 

berlaku; d hukum 2. fotokopi Akta Pendirian badan usaha/bad", ,a 

penye1enggara perumahan /permukiman an a u 
perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat 
yangberwenang; . 

3.  fotokopi bukti hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun 
perumahan; . 

4. rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan; 
5. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain lain) 

yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana 
dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

6 .  jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan 
dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. 

b. tim verifikasi memproses permohonan penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas secara administrasi sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

c. tim verifikasi melakukan pembahasan dengan pengembang guna: 
1 .  pemaparan, mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan 

diserahkan; 
2. pembahasan secara administrasi dan/atau teknis mengenai 

prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan· 
3.  penyiapan dan pembahasan konsep perjanjian antara 

pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan 
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas· 

. ' 4.  penyiapan materi surat kuasa penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 

5. pembahasan prasarana, sarana dan utilitas yang akan 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 8 

d. apabila dalam melaksanake 1b 
seba aim . an pe mb ah a san  dengan pengembang 
el,j[.",{";"," c «gaea »a»aria aaiisai maka Vang el u m  sesuai dengan yang dipersyaratkan pengembang harus . ? 

ca»ii dam» hsi a~ Sil..Ii!z..waa 
} 
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(2) 

' ana dimaksud 
:, ra s i  dan/atau teknis sebaga1n ,at daerah 

e persaratap_ a"?"","ei ocrgcmbans @pa@a P",""},"";[.iu Ti 
huruf d, disampaK'  pitan rencana tapak (site pl a n  

memb1dang1 pener I 

yang . sb: zaimana 
Verifikasi; ., g i  da n / a t a u  teknis s eb a g F  _  

h  dap persyara.tan adm1mstras1 � la k u k a n  rapat koordinas1 f. t e rh a a l  f.  Ti  Verifikasi m el al  di»  1ksud; dimaksud pada hurut e, mm . · dan/atau teknis limal ' 
guna meneliti persyaratan adminT, jatau teknis sebagaimana 

il: persyaratan administrasi ka dan/atau belum g. a p ab u a  sih belum l e n gk a p  +bi dimaksud pada huruf e, masil membidangi penerbitan •  k p kat Daerah yang h . sesuai, m ak a  erang : h k a n  kepada P e m oh o n ,  
rencana tapak (site plan) membe'',~yatau teknis sebagaimana 

h. apabila persyaratan admj"""[,cap dan/atau sesuai, maka Tim dimaksud pada huruf e ,  t el al  ·  p  ·ikut : 
Verifikasi membuat dokumen s e b a s ' g  dengan Pemerintah 

· · n antara penge 1 .  konsep perjan)a' ~ ;  dan penyerahan prasarana, sarana Daerah tentang penyeutaan 
dan utilitas; »mberian kewenangan kepada 

2. onsep surat uasa t e ' _ {' -~ an  pelepasan hak atas tanah 
P · tah Daerah untu me a b 

emernu dan utilitas yang waji 

:/7':.7Z;:725.751757.a«a»ca»soc 
berlaku; d • · t · yang akan 3 onscp Bera Acara sera T e rig""""";", eriiangi 
ditandatangani oleh Perangkat aera ya . .  
penerbitan rencana tapak (site plan) atas nama Bupati; . 

4.  daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) 
yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana 
dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

i. Tim Verifikasi menyiapkan konsep laporan kepada Bupati mengenai 
pelaksanaan penelitian terhadap berkas permohonan penyerahan 
prasarana, sarana dan utilitas secara administrasi. 

j .  Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud huruf h dilakukan 
penandatanganan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1 .  perjanjian antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan 

pimpinan pengembang tentang penyediaan dan penyerahan 
prasarana, sarana dan utilitas; 

2. surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah 
Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan prasarana, sarana, utilitas oleh pengembang dan 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 

3. Berita Acara Serah Terima Administrasi oleh Bupati atau pejabat 
. . yang ditunjuk dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang. 

Perjanjian dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf 
J angka 1l dan angka 2 disertai daftar dan gambar rencana tapak (site 
plan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran 
prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah dan merupakan lampiran Berita Acara Serah Terima 

Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  hurufj angka 3 .  

Dipindai dengan CaMScanner 
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Bagian Keempat 

Tata Cara Penyerahan Secara Fisik 
Pasal 15  

( 1 )  Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan secara fisik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  huruf c, harus memenuhi 
kriteria : 
b. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan 

dipelihara; 
c. un tuk sarana, tanah siap ban gun a tau tanah dan bangunan telah 

selesai dibangun dan dipelihara; dan . . 
d. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan 

dipelihara. 
(2) Prasarana sarana dan utilitas yang akan diserahkan : 

a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi 
yang ditentukan dalam site plan; 

b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh 
Pemerintah Daerah; dan 

c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang minimal 1 (satu) 
tahun terhitung sejak selesainya pembangunan 

Pasal 16 

( 1 )  Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 diserahkan oleh Perusahaan/Pengembang setelah unit 
yang terbangun I 00 % sesuai standard perhitungan proporsi luasan 
penggunaan lahan dalam Rencana Tapak secara keseluruhan dan 
diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; 

(2) Dikecuabkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dalam hal berdasarkan pertimbangan teknis mengenai pengembangan 
kawasan dan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten, maka 
prasarana, sarana dan utilitas dapat diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah sebelum memenuhi persentase sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dan diperhitungkan sebagai bagian dari penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas oleh Pengembang perumahan dan kawasan 
permukiman. 

Pasal 17 

( 1 )  Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas seraca fisik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan prasarana, 

sarana dan utilitas secara fisik kepada Bupati dengan ternbusan 
kepada Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan ijin. 

b. rencana tapak ( site plan), dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih 

berlaku; 

2.  fotokopi Akta Pendirian badan usaha/badan hukum 
penyelenggara perumahan /permukiman dan /atau 
perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat 
yang berwenang; 

8. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku; [/ aa 
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4. fotokopi sertifikat tanah atas nama pengembaps "" 
peruntukkannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas '% 
akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; . 

5. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zonmg dan 1am-lain2 
yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, saran 
dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

6. fotokopi Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan ah 
7 .  fotokopi akta notaris pernyataan pelepasan hak atas "; _ ,  

dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas ol e  
pengembang kepada Pemerintah Daerah. 

c. Tim Verifikasi memproses permohonan penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas secara fisik sesuai ketentuan yang berlaku, guna 
dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; 

d .  Tim Verifikasi mengundang pengembang guna : 
I .  pemaparan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan 

diserahkan; 
2. pembahasan secara administrasi mengenai prasarana, sarana 

dan utilitas yang akan diserahkan; dan . 
3 .  pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait 

penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah. 

e. Apabila pada saat rapat dengan pemohon sebagaimana dimaksud 
pada huruf c, terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai 
dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera 
melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama 
Tim Verifikasi; 

f. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
disampaikan oleh Pemohon kepada Tim Verifikasi dan secara 
simultan Tim Verifikasi melakukan survey dalam rangka evaluasi 
dan verifikasi fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang 
akan diserahkan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat 
Daerah; 

g. Tim Verifikasi membahas hasil survey dan penyiapan Konsep Berita 
Acara Hasil Pemeriksaan/ Verifikasi Kelayakan terhadap Standar 

dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang 
diserahkan, serta Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik 
Prasarana, Sarana dan U tilitas; 

h. apabila prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh 
Pengembang kepada Pemerintah Daerah belum sesuai dengan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 ,  maka 
Pengembang wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang telah 
ditentukan; 

i . setelah prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh 
Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan 
yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara 
Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan 
Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan 
antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Pengembang; 

j.  berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan 
terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan 
Utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Tim 
verifikasi menyiapkan Konsep Laporan tentang hasil evaluasi dan 
"""""as (rhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan u 1  s  secara fisik yang d1ajukao pengernbang guna ditandatangani. � 
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k. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap 
permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik 
sebagaimana dimaksud pada huruf j ,  disampaikan kepada Bupati 
untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Konsep Surat 
Bupati kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan 
Prasarana. Sarana dan Utilitas secara fisik; 

1. Berdasarkan Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf j ,  
dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik antara 
Bupati dengan Pimpinan Pengembang; 

m. Berita Acara Serah Terima Fisik, dilampiri : 
(1 )  Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain ­ 

lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, 
sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah; 

(2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap 
Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas 
yang diserahkan; 

(3) Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi 
terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan 
utilitas secara fisik yang diajukan Pengembang; 

(4) Asli akta notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau 
bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh 
Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan 

(5) Asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang 
peruntukkannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

(2) Setelah Berita Acara Serah Terima Fisik ditandatangani, asli Berita 
Acara Serah Terima Fisik dan asli dokumen serta fotocopy dokumen, 
disimpan oleh Tim Verifikasi 

Pasal 18  

(1 )  Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya 
dan prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara serta 
belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka 
Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memelihara prasarana, 
sarana dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjarnin hak 
masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana dan utilitas yang 
layak. 

(2) Kriteria ditelantarkan antara lain; 
a. Kondisi PS U : 

Kondisi PSU sudah layak dan/atau sudah waktunya diserahkan, 
utamanya seluruh lahan peruntukan rumah sudah dibangun dan 
seluruh bangunan sudah terjual, akan tetapi tidak terlaksana serah 
terima. 
Kondisi PSU dalam keadaan rusak, tidak terpelihara dan dalam 
keadaan tidak baik dalam waktu yang cukup lama/ lebih dari 5 
(lima) tahun terhitung sejak seluruh lahan peruntukan rumah 
sudah dibangun dan seluruh bangunan sudah terjual. 

b. Kondisi Masyarakat setempat: 
Adanya pernyataan dari Warga dan Ketua RT setempat bahwa PSU 
sudah lebih dari lima Tahun tidak terawat terhitung sejak seluruh 
lahan peruntukan rumah sudah dibangun dan seluruh bangunan 

sua .adanya Pe n t zan  "a"ga dan Ketua RT dalam { 
tel- 
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e. Kondisi Perusahaa Petau Pemba""",";' ~ant, atau Aamrat an 
Perusahaan Petaku Pembangunan ' '~4a dapat ditemukan, 
Kantor Perusahaan Pelaku Pembanguns" ' ~ q,  dan Perusahaan 
om»or «ro sans aa.t_z?",{"l'l" aossot A»on«aw 
Pelaku Pembangunan sudah tdal a 
Pelaku Pembangunan Perumahan. in perumahan : 

.. :. Pe th Pelaku Pembanguna' ' 
d. Kondisi Pimpinan e ru sa h aan  Me ·· gg al  Dunia, atau 

Pam»iirsroinan Percha 3}"""["i's'%a s a»bpa«en 
Pimpinan Perusahaan diketahui ti da'  je skan tanggung jawab 
Bengkayans secara permanen. da ""[ran etah tda 
pemeliharaan PSU, atau Pimpinan 'e " 4 an  perawatan PSU 

las ·lanjutkan pemeliharaan '' "  4 %  

mampu g me 1J embuat pernyataan tidak mampu an 

sebagaimana mestinya. dan "f 1bangunan perumahan lag 

oa akan berusaha/bema"?" {''esera siiruh Bangunan serta melepaskan Hak Atas Tan 

yang berada d""""","kahu edudukan dan eberadaan»ya 
(3) Pengemba8 """,ad pada ayat ( 1 ) ,  dapat diketahui dari tidak adanya 

sebagaimana ma . una, sarana dan jawaban atas surat permintaan penyerahan prasaran , mi ) kali 
iitas yang telah disampaikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) _ 
berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) harT 
kalender dan setelah diumumkan dalam media massa tentang 
pelaksanan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana, 
sarana dan utilitas dimaksud, dan didukung dengan surat 
pemberitahuan dari perwakilan penghuni/warga setempat yan 

berkepentingan. lal ·di 
(4) Dalam membuat surat permintaan dan mengumumkan d lam m e 1 a  

massa sebagaimana dimaksud . . 
(5) pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan 

perwakilan penghuni/warga setempat yang berkepentingan. 

Pasal 19  

Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l ,  tata cara penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitasnya diatur sebagai berikut: 
a. PSU yang belum diserahterimakan secara fisik tetapi sudah tercatat 

dalam aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat 
mengajukan nota dinas kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi dan 

penguasaan aset terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang 
ditinggalkan pengembang; 

b. apabila berdasarkan hasil pendataan dari anggota Tim verifikasi 
terdapat prasana, sarana dan utilitas yang diterlantarkan pengembang 
dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Tim 
Verifikasi dapat mengajukan nota dinas kepada Bupati untuk dilakukan 
verifikasi dan penguasaan asset terhadap prasarana sarana dan utilitas 
yang ditinggalkan pengembang; 

c. Tim Verifikasi memproses perolehan hak atas tanah prasarana, sarana, 
dan utilitas yang belum diserahkan secara administrasi namun 
ditelantarkan pengembang, sesuai hukum yang berlaku; 

d. Tim Verifikasi berkoordinasi guna dilakukan penelitian dan 
pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan 
dikuasakan assetnya kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas ] 
dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah /Unit Kerja; " 
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h. 

i . 

f. 

It rah/kepala desa dan 
i fika s i  mengundang perwakilan w a r ga · " " ga ran a  dan utilitas 

e. Tm " " " " t a  memb~has terhadap prasa""" ~erah dilarjutkan camat ter} tm kepada PemenntI ~., :  ~Arana 
r  akan dikuasakan asset 1ya 1baran kondisi p r a sa m ?' '  

yang ematokan dan penggam ~. kan dalam dengan pengecekan, P g hasilnya dituan£ 
dan utilitas di lapangan, yan sarana sarana 

bentuk: tatus tanah prasarana, 
1. penandatanganan surat keterangan s tahui camat setempat 

dan utilitas oleh lurah/kepala desa mens° 
yang isinya memuat: atau belum terdaftar dalam 
a) tanah tersebut telah terdaftar 

buku C kelurahan/desa; ah didaftarkan oleh pihak 
bu t  ah  atau belum pernt , b) tanah t erseb ut  pern pertanahan Kabupaten Bengkayan8 

manapun pada Kan!~.asai dan tercatat sebagai aset tetap 
c) tanah tersebut telah di n tah  Kabupaten Bengkayang; dan .. ·taris Pemenmn " dalam daftar in""",_ da l e  sengketa atau dipersengketakan d) tanah tersebut tic 1al am  

piha "_~~ berita acara hasil pemeriksaan lapan&a 
2.  penandatang€ :. rifikasi penyerahan administras1 

dilakukan oleh anggota tim ve 
prasarana, sarana dan utilitas. rakil w ar g a  

P  ngkat Daerah Tim Verifikasi mengundang perwe Ian g ' era . 
Lurah/Kepala Desa dan Camat terkait gun@. .  s 5  d  verifikasi 
1 .  pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi 1an 

prasarana, sarana, dan utilitas; . ·. ...  
2. penyiapan konsep berita acara verifikasi adminij; rana 
3 ionse» surat peryataan pengasaa aset «? Pz;t'' # 

sarana dan utilitas yang akan dilakukan pengam, tan sep o e 
Pemerintah Daerah. 

berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan dan surat 
keterangan dari kelurahan/desa terhadap status lahan PSU yang 
ditinggalkan oleh pengembang, Anggota Tim Verifikasi menandatangan 
Berita Acara verifikasi administrasi; 
selanjutnya dari hasil verifikasi administrasi, Tim Verifikasi membuat 
Berita Acara kesepakatan terhadap PSU yang akan dikuasakan asetnya 
oleh Pemerintah Daerah; 
berita acara verifikasi administrasi dan berita acara kesepakatan 
anggota tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud huruf e dan 

huruf f menjadi dasar bagi Sekretaris Daerah untuk dapat 
mengeluarkan surat pemyataan penguasaan asset oleh Pemerintah 
Daerah terhadap PSU yang telah ditinggalkan oleh pengembang; 
isi surat pernyataan penguasaan aset sebagaimana dimaksud huruf I 
memuat paling sedikit pemyataan : 
( 1 )  bahwa tanah yang dimohon telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah; 
(2) bahwa tanah tersebut telah dipergunakan/dimanfaatkan untuk 

sarana, prasarana dan utilitas; 
(3) bahwa tanah yang dimohon telah tercatat sebagai aset tetap dalam 

daftar inventaris pemerintah Kabupaten Bengkayang· dan 
(4) bahwa tanah yang dimohon tidak dalam keadaan sengketa baik 

batas maupun penguasaannya /kepemilikannya. 
atas dasar surat pernyataan penguasaan aset dari Tim Verifikasi 
~j"ii;; ";a verge~oia iaag mi acah mamboa sur~ 

permohonan penerbitan sertifikat hak pakai kepada Kant 

Pertanahan melalui Badan Pengelola Keuangan dan A.set Daerah; ot 

g 

i .  

k. 
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1. 

• ~e s.  •  ditandatangani, asli Berita setelah Berita Acara verifikasi administrasi ht 1a ,e a a n  aset ·. .:.  •  sli  rat pernyataan penguas 
Acara verifikasi administrasi, asl sur ·n tah  Daerah atas dan foto copy sertifikat hak pakai atas nama Pem°""_, 5an oleh Tim prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan t is 1m p  
Verifikasi. 

BAB VII 
PENCATATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG TELAH 

DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH 
Pasal 20 

( 1 )  Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengemban8 
kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat 
dalam daftar Barang Milik Daerah. (2) Untuk keperluan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah 
(DBMD), Tim Verifikasi melaporkan kepada Bupat. ~, ,  (3) Pencatatan prasarana, sarana dan utilitas dalam daftar Barang Milik 
Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai Berita 

Acara Serah Terima Fisik, kepada pengelola Barang Milik Daerah 
untuk dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik Daerah; 

b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melakukan 
pencatatan aset berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam 
Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 
mem bidangi urusan aset; 

c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah selaku 
Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah setelah mencatat aset 
berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik 
Daerah (DBMD), segera menyiapkan usulan Penetapan Status 
Penggunaan atas prasa.rana, sarana dan u tilitas kepada Sekretaris 
Daerah selaku pengelola barang milik daerah · 

d. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah ±liti usulan sebe · d i r aks  mene agaimana lime sud pada huruf c dan apabila usulan 
tersebut disetujui, konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Status Penggunaan atas prasarana sarana d · · · · p kepada Bupati untuk ditandatangani; lan utilitas diajukan 

e. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status P prasarana, sarana dan utilitas diiadike enggunaan atas 
Keuangan dan Aset selaku Pembaii, ~_ "" dasar Badan Pengelola 
untuk melakukan serah terima u enge ola Barang Milik Daerah 
Daerah yang berwenang m e n s , ,_ gg u n a an  kepada Perangkat 
sarana dan utilitas; dan 3el ol a  sesuai dengan jenis prasarana, 

f. Perangkat Daerah yang me s. ,  dan uiitas melakukan ~..,["","at berupa prasarana, sarana 
Pengguna (DBMP) dan meat,"ke dalam Daftar Barang Mi 
ketentuan yang berlaku. Akan pengelolaan sesuai dengan 

(4) Tim Verifikasi menyar ·ik sertifkasi tanah p r a sa,a ," " a  kelengkapan dokumen pengajuan 
~ { z P san  den  ir%al;; "a.dan ias ea~ daHF~,,jj, 

okumen sebagaimana dimak a. asli akta notaris <sud pada ayat (4), meliputi: 
bangunan~~{i""aan pelepasan iii atas tanan a 

P e m o h o n / P e n g e m i. " " sar a n a  dan uuijca"/atau ang aepada Pemerintah Daerah; 8 oleh � 
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b. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya 
sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah; dan 

c. fotokopi Berita Acara Serah Terima Fisik. 
(6) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengajukan permohonan 
sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas melalui Organisasi 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas kepada Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang 
Kabupaten Bengkayang. 

BAB VIII 

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN 

Pasal 2 1  

( l )  Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status 

kepemilikan. 

BABIX 

WEWENANG 

Pasal 22 

( 1 )  Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan 
prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang 
meliputi : 
1 .  merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana 

dan utilitas; 
2.  menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan 

utilitas; 
3. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas. 

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 )  melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BABX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 23 

(1 )  Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan 
prasarana, sarana dan utilitas perumahan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan 
dengan cara : 
a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana 

dan utilitas perumahan dengan cara swadaya; 
b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; 
c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas 1 

perumahan. 
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(3) Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengemban8n 
perumahan dan kawasan permukiman. (4) Forum sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai fungsi dan tu8 
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyaralat b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembanga 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakaG d. memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/ata e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsuF a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan 
kawasan permukiman, b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan 
permukiman; c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan 
permukiman; d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggar 
perumahan dan kawasan permukiman; e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau 

f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan 
dan kawasan permukiman 

BAB XI 
JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 24 
( 1 )  Setiap pengembang atau badan usaha/badan hukum yang melanggar 

ketentuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas atau 

melantarkanya dapat dikenakan Sanksi administratif. 
;"""" " administatf sebagaimana imaksud pada avat ( ) .  dapat 
a. Peringatan tertulis; 
b. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau . . . c. Pencabutan izin usaha· penzman, 

' 

Pasal 25 
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimak d d a, diberikan 3 (tiga) kali b e rt u r u t . t , ," " " ;_ l am  Pasal 24 ayat (2) huruf 

masing 3 (tga) hari kerja, t e m h i e, " "" " an  jangka waktu masing­ diterima. 2ng sej€ surat peringatan tertulis 
(2) Peringatan tertulis sebagaimana di ibenikan oleh Dinas Perumaha .,""" pada pasal 24 ayat ( 1 ) ,  Hidup kepada setiap orang atau N 'ermukiman dan Lingkungan 

(3) melanggar ketentuan sebagaimana ct· an usaha/badan hukum yang Penyampaian surat pe r ir  iimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1 )  
~z:@rs»%«5,,ii.,"Z;;z?zz »ii@»l am  hal orang atau ba de  u n J u ;  dimaksud pada ayat " usaha/badan hukum sebagaimana 

keberadaannya, maka sue_, lak diketahui kedudukan/domisili 
aparatur Kelurahan/p% Peringatan tertulis disampaikan l e  3'- sa setempat. t\.epad� 
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(5) Apabila surat peringatan tertulis telah disampaikan kepada orang a badan usaha/badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) at 
aparatur Kelurahan/Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), dan orang atau badan usaha/badan hukum tersebut tetap tidak 
melaksanakan surat peringatan tertulis, maka dikenakan salah satu 
atau beberapa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2) huruf b dan hurufc. (6) Khusus untuk orang atau badan usaha/badan hukum yang tidal 
diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya, pengenaan sanksl 
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan paling 
singkat 7 (tujuh) hari kerja kalender setelah diumumkan melalui media 
massa, website Pemerintah Daerah dan Papan Pengumuman Dinas 
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup. 

Pasal 26 
( 1 )  Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, diberikan 
terhadap dokumen dan/atau perizinan yang diajukan oleh orang atau 
badan usaha/badan hukum kepada Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; (2) Dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  
merupakan dokumen dan/atau perizinan yang dibutuhkan oleh yang 
bersangkutan untuk kepentingan pembangunan/usaha di lokasi yang 
sama atau di lokasi yang lain. 

(3) Dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  
meliputi: 
a. AMDAL/UKL-UPL; 
b. Persetujuan Pemanfaatan Ruang; 
c. Izin Lokasi; 
d. SPPL; 
e. IMB. 

(4) Pengenaan Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau 
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dilaksanakan oleh: 
a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan 

Hidup untuk AMDAL/UKL-UPL dan SPPL; dan 
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan Pemanfaatan Ruang 
Izin Lokasi dan IMB; 

(5) Pengenaan Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau 
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b 
dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari Di·  
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup. 2nas 

(6) Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan 
dilak?n sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau 
penyer: tan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana diatur. 

BAB XII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 27 
(1 )  Pembiayaan pemeliharaan sebelum penyerahan ,_!!aarana, sarana dan utilitas perumahan 

men '1 tanl!SUil8)awab pengembans, t 
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dan utilitas perumahan 
[2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana _, h Daerah yang 

• >. di ggungiawab Pemerinta ' t setelah penyerahan menjacd1 tan 'l .. rah Kabupaten 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer 
Bengkayang. ,, than sebagaimana (3) Pembiayaan prasarana, sarana dan utilitas_per" pendapatan dan 
dimaksud dalam Pasal 1 7  bersumber dari nggaran 
Belanjn Daerah Kabupaten Bengkayang. 

BAB XIII 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 28 

( 1 )  Bupati dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terheP 
pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan ol e  
pengembang sesuai Rencana Tapak/Site Plan secara berkala. 

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) ,  dapat dilimpahkan kepada Dinas. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 

( 1 )  Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 
oleh perorangan/perusahaan/pengembang yang membangun kawasan 
perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, 

dilakukan sesuai dengan rencana tapak/ site plan, Izin Lokasi, surat 
pernyataan yang pemah dibuat oleh perorangan/perusahaan/ 
pengembang dan/atau dokumen lainnya, dengan memenuhi 
persyaratan administratif, teknis, dan ekologis yang ditentukan oleh 
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Apabila pada saat proses penyerahan, kondisi prasarana, sarana dan 
utilltas tidak sesuai dengan proporsi yang tertuang dalam siteplan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  maka pengembang wajib: 
a. menyesuaikan lahan prasarana, sarana dan utilitas yang 

proporsinya sesuai dengan ketentuan pada saat siteplan 
dikeluarkan; atau 

b. mengganti lahan prasarana, sarana dan utilitas di luar lokasi 
siteplan yang luasnya senilai dengan harga lahan di lokasi 
pembangunan perumahan dengan menggunakan perhitungan Nilai 
Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah tertinggi pada saat permohonan 
serah terima diajukan. 

Pasal 30 

( l )  Dalam hal pengembang tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang 
ditentukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 karena perusahaan telah dinyatakan pailit berdasarkan 
putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, maka pengembang membuat pernyataan yang 

menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/] 
memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud. f 
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(2) Dalam hal pengembang tidak bersedia memenuhi persyaratan teknis 
yang ditcntukan oleh Perangkat Dacrah scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 karena prasarana, sarana dan utilitas telah secara nyata 
dimanfaatkan untuk kepentingan umum warga masyarakat selain 
penghuni perumahan, maka pengembang membuat pernyataan yang 
menyatakan bahwa pengembang tidak bersedia memperbaiki/ 
memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud. 

(3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 
ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima 
prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola 
barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar 
Barang Milik Daerah. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal 28 peg«wbr 2020 

� � · .  »»)'BSe@rt@ENGAY ANG, 

\ 

BUDIMAN 
l 

i  t 

RAH KABUPATEN BENGKAYANG 

F 

Bengkayang 
Dan.bar 2020 

A, S.E .  M.Si 

1 2  199203 1 0 1 3  

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR C% 
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LAMPIRAN I 
PERA'TURAN BUPATI BENGKAYANO 
NOMOR % TAHUN 2020 
TANOGAL : 2 View ER- 2020 
TENTANG 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
PERUMAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG. 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS PERU MAHAN 

Bengkayang, . . . . . . . . . . . . . .  20.. 

Nomor 

Lampiran 

Hal Permohonan Penyerahan 

Prasarana, Sarana Utilitas 

Perumahan 

Kepada: 

Yth. Bupati Bengkayang 

di 

Bengkayang 

Dengan Hormat, 

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas dengan keterangan sebagai berikut : 

Nama Pemohon 

Nama Perumahan 

Alamat/No Telp. 

Lokasi 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara 

lain : 

a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik 

b. Aleta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan 

c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan 

d. Bukti hak atas tanah 

e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan 

Demildan permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan 

terima kasih, 

Hormat kami, 

( ) 

Temnbusan : 
1 .  Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR (% TAHUN 2020 
TANGGAL : 2$ Sevse 2020 
TENTANG 
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
PERUMAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG. 

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS PERUMAHAN 

I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN 

Nama 
Perumahan 
Lokasi 
Penanggung Jawab 
Alamat 
Nama 

Perusahaan 

No Telp 

I No Uraian Volume Satuan Nilai Keterangan 
Perolehan 

PSU 

1. Prasarana 

a Janingan Jalan 
b. Jaringan Saluran Pembuangan 
c Air Limbah 
d Jaringan saluran pembuangan air hujan 

(Drainase) 
e. Tempat Pembuangan Sampah 

2. Sarana 

a. Sarana ibadah 
b. Sarana perniagaan/perbelanjaan 
c Sarana pelayanan Umum dan 
d Pemerintahan 
e. Sarana pendidikan 
f Sarana kesehatan 
9 Sarana kreasi dan Olaraga 
h. Sarana pemakaman 
i Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau ' 

j Sarana parkir 

3. Utilitas 

a. Jaringan air bersih 

b Jaringan listrik 
I 

c Jaringan telepon 
I 

d. Janngan gas 
I,· 

l 

e. Jaringan transportasi 
f. Pemadam kebakaran 
9 Sarana penerangan jalan umum l 

I 

, .  

_- 

Bengkayang, 

Hormat kami, 
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II. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
PERUMAHAN 

1. Nama Perusahaan 
2.  Nama Penanggung Jawab 
3. Alamat 
4. Nama Perusahaan 
5. No. Telp 

KELENGKAPAN DATA KETERANGAN 
1. UMUM Titik Koordinat 

a. Data Lokasi : L Ada L] 1dak Ada 
b. Desa L Ada L] Tdak Ada 
c. Kelurahan : c Ada L7 Tda Ad» 

d. Kecamatan : L Ada L] 1dak Ada 

2. Administrasi 

a. Dokumentasi Rencana Tapak : c Ada D TidakAda 
b. Persetujuan Dinas : L Ada L] 1dak Ada 
c. IMB c Ada ] 1dak Ad 
d. Kesesuaan Tata Ruang : c Ada D TidakAda 
e. Surat Pelespasan Hak : c Ada L]1dak Ada 

3. Teknis Prasarana 

1 .  Jaringan Jalan : L7 A d a  E7  Tdak Ada 
2. Jaringan saluran pembuangan air : £J Ad» L] Tdak Ada 
imbah 
3. Jaringan saluran pembuangan air : L Ada D Tida.kAda 
hujan (Drainase) 
4. Tempat pembuangan sampah : c Ada D TidakAda 

4. Sarana 

1. Sarana ibadah : £) A d »  []  1dak Ada 
2. Sarana perniagaan/ perbelanjaan : L7 A 0 »  D  TidakAda 
3. Sarana pelayanan umum dan : L7 A d a  L7  1dak Ad 
pemerintahan 
4. Sarana pendidikan : D Ada D TidakAda 
5. Sarana kesehatan : D Ada D TidakAda 
6. Sarana kreasi dan olaraga : D Ada D TidakAda 
7. Sarana pemakaman : L) Ada D TidakAda 
8. Terbuka hijau : L7 A d a  D  TidakAda 
9. Sarana parkir : L7 A0» [] 1dak Ada 
10. Sarana persmpahan : LJ Ad E7 ndak Ada 

5. Utilitas 

1. Jaringan air bersih : L Ada L7 Tdak Ada 

2. Jaringan listrik : L Ada L] Tdak Ada 
3. Jaringan gas : D Ada [] Tdak Ad 
4. Jaringan transportasi : L Ada L7 Tdak Ada 
5. Pemadam kebakaran : L Ada L] Tdak Ada 
6. Sarana penerangan jalan umum : L Ada [ Tidak Ada 

TIM VERIFIKASI 

1 

NO NAMA TANDA TANGAN 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

1 . 

3 . 

5 . 

2 • • • • • • • • • • • • • n " • •  
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w 

Kop surat perusahaan 
(Untuk badan usaha berbadan hukum) 

Atau 
Nama dan alamat 

(untuk usaha perorangan) 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 

Jabatan 

Tempat/tanggal Lahir 

Alamat 

Telepon 

a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. 

b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami 

berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun 

tekanan dari pihak manapun juga. 

,Pemohon 

( ) 

.  ·  P ENGKAYANG, 

' , 

ff.do 

g; BUDIAN 
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LAMPIRAN XV 
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : I1 TAHUN 2020 
TANGGAL 8 Ma 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGADAAN BARANO/JASA DI DESA 

FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN 

BERITA ACARA PEMBAYARAN 

Nomor: ,  , .  
Pekerjaan . 
L.okasi Pekerjaan , .. , , • • • ,  ..  •  •  •  ·  •  
Tallun AnggarM . 
Tanggal , . 

Pada hari ini . . . . . . • . . • . . . . . .  t an gg al  . . . . . . . . . . . , ,  bulan. . . . . . . .  tahun . . . . . .  kami yang 

bertandatangan dibawah i n i :  
I.  Nama .. 

Jabatan : Ketua TIM PELAKSANA KEG IATAN . 
Ala.mat . 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor . . . . . .  Tanggal . . . . . . . .  
Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA 

II Nama 
Jabatan : Direktur / Pimpinan / Pemilik 

= R p  .  
=  Rp . 
= Rp + 

= Rp - 
= Rp . 

(ditulis dengan huruf. ) 

Kedua belah piha.k telah sepakat membuat berita acara pembayaran dengan perincian: 
l. Jumlah Harga Pekerjaan = Rp .. 
2. Jumlah yang telah dibayar = Rp . 
3. Jumlah yang belum dibayar = Rp .. 
4 . J u ml ah  yang dimintakan 

Potongan pembayaran 
PPN 
PPh Pasal 22 1 ,5  % 

Alainat . 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Berdasarkan : 
L Surat Perjanjian Kerjasama Norn or : tanggaJ .. 
2. Berita Acara serah Teri.ma Pekerjaan Nomor :  ,tanggal . 
3.  Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : , Tanggal . 

Pihak kedua sepa.kat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada Bank 
dan Tunai (atas nama) No Rekening: . 
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PIHAK KEDUA 
DIREKTUR / PIMPINAN / 

PEMILIK 

( ) 

PIHAK PERTAMA 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
DESA . 

KETUA 

( ) 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA... .  

(  )  

ipindi dengan CaMScanner 



III. FORM BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS PERUMAHAN 

Pada h a ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bu lan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tahun . . . . . . . . . . . . . . . . .  telah dilakukan survey lokasi penycrahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas (PSU) sebagai berikut: 
Nama Pemohon 

Nama Perumahan 
Alamat / Telp 
Lokasi 

Dengan hasil sebagai berikut 
a. Umum 

b. Adminitrasi 

c. Teknis 

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

TIM VERJFJKASI 
$ 

No Nama Instansi Tanda 
Tangan 

1. 

2. 

3 .  
4. 
5. 

6 .  

7. 
:, 

8. 

2. 

Pemohon 

( ) 

4 • 
ENGKAYANG, 

w e  

BUDIMAN 

Dipindai dengan CaMScanner 



LAMPiKhiN Vi 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : I2 TAHUN 2020 

TANGGAL : % Moel 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

FORMAT BUKTI PEMBAYARAN 

BUKTI PEMBAYARAN l 

N o :  .  

Sudah Terima dari 

Banyaknya Uang :  Rp . 

(ditulis dengan Huruf . 

Untuk Pembayaran 

Pekerjaan 

Disetujui 
Kepala Desa 

(nama ) 

) rangkap 2 (dua) 

: Termin ke . . . .  

:  (diisi jenis dan Volume barang) 

· · · · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · 2 0 ,  · · · · · · · · · · ·  

(nama ) 
Kasi/Kaur. . . . . . .  

z 
PI. IPAT} BENGKAYANG 

Dipindai dengan CaMScanner 



LAMPIRAN XVII 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : I2 TAHUN 2020 
TANGGAL : 6 Mwmi- 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 

Nomor :  .  

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu 
.. . .. .. .. ..  bertempat di , telah dilaksanakan penerirnaan hasil 
pekerjaan antara : 
J .  Nama . 

Jabatan : KASI/KAUR Desa . 
Kecarnatan Kabupaten BENGKAYANG 

Alamat . 
Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA 

II. Nama . 
Jabatan : Direktur ] Pimpinan / Pemilik 
Alamat . 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan 
. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ..  dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat 
Perjanjain Kerjasama Nomor : tanggal 20 PIHAK 
KEDUA telah rnenyerahkan hasil pekerjaan .. 

Dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian 
Kerjasama Nomor : tanggal 20 . 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing kekuatan 
hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

PIHAK KEDUA 
DIREKTUR / PIMPINAN / 

PEMILIK 

PIHAK PERTAMA 
KASI/KAUR 

DESA . 

( ) ( ) 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA . . . . .  

(  )  

P 2  
BUPATI BENGKAYANG 

' \  

cy  Jh  

.< 

A, 

' + OBAJA 

Dipindai dengan Ca»Scanner 



LAMPIRAN III 
pERATURAN BUPAT! BENGKAYANG 
NOMOR : TAHUN 2020 
TANGGAL : 2 PEEN9ER 2020 
TENTANG pENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
pERUMAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG. 

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA, 
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN 

Pada hari.. . . . . . . . . . . .Tanggal. . . . . . . . . . . .Bulan . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tahun . . . . . . . . . . . . . . . .  telah dilaksanakan 
serah terima rasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagai berikut' 

Nama Perumahan ' 
Lokasi 
Prasarana, Sarana dan Utilitas 
yang diserahkan 

Demikian Berita Acara ini dibuat den an sebe ' setelah ditandatangani kedua belah jj_. ?arnya dan menjadi sah berlaku 
p . 

I 
Uraian Volume l 

Satuan Keterangan 

.-- 

I a. Prasarana I ]. 

I 
2.  
3. 
4. 

b. Sarana 1 .  
2. 
3. 

c. Utilitas 1. 
. 

d 

I 
2. 

3. 
'•/ 

:  

- 

Yang Menyerahkan 
Pen gem bang 

Yang Menerima 
BUPATI BENGKAYANG 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )  
. . . . . . . . . .  

,  �  BENGKAYANG, ,,, 
(he ·. " 
�� --T,..,,,,,..JIP ES :UD!MA� 

:.- f  

(  . . . .  ' . . . . . . . . . . .  }  . . . . . . . . . . . . .  

Dipindai dengan CaMScanner 


